PERATURAN DAERAIL KOTA METRO
NOMOR: O/ TALIUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO

Menimbang @ bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Mectro Tahun
Anggaran 2000, perlu ditctapkan dengan Pcraturan Dacrah scsuai
dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22

. Tahun 2000.

Mengingal . 1. Undang — undang Nomor 12 Tahun 1985 tcntang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lcmbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) scbagaimana tclah
¢ diubah dengan  Undang-undang  Nomor 12 Tahun 1994
(I.embaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lcmbaran

Ncgara Nomor 3569);

to

Undang ~ undang Nomor 18 Tahun 1997 tenlang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Pcrolchan
Iak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688):

4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati 1I Lampung
Timur dan Kota Madya Dati 11 Metro (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemcerintahan
Dacrah  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
[ cmbaran Negara Nomor 3839);
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6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan Dacrah (Lcmbaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban  dan - Pengawasan Kcuangan  Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang  Cara
Penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Dacrah,
Pelaksanaan  Tata  Usaha Keuangan Dacral, Penyusunan
Perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

9. Pertauran Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
Dacrah (Lembaran Negare Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3691);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentan Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692);

11. Pertauran Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 (entang Pembagian
Hasil Pencrimaan PBB antara Pusat dan Dacrah (Lembaran
. Negara Tahun 2000 Nomor 36);

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan  Peraturan Pc%undang-undangan dan  bentuk

v Rancangan Undang ~ undang, Rancangan Pcraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden;

14. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dacrah dan
Penyusunan Perhitungan  Anggaran  Pendapatan dan Bcelanja

Dacrahy;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tcntang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Dacrah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang
. Pclaksanaan Pengelolaan Barang milik Pemerintah Dacrah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang
Pengurusan  Pendapatan  Dacrah Hasil Pajak Bumi dan
Bangunan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 ‘Tahun 1994 tcntang
Pclaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Dacrah
scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tcntang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kcuangan
dan Barang dacrah;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28
Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Dacrah dan
Pcngendalian Kredit Anggaran;

Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah Pcrtama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan  Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Negara;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18

Scptember 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Pcrubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Dacrah
scbagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Ncgert Nomor 903-617 Tanggal 18 Scptember 1988,

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11

April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pclaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah serta Petunjuk Teknis
Tata Usaha Keuangan Dacrahy;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998
Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Dacrahy;

 Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Dacrah Nomor

171.7/07/DPRD.KM/. 999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Mctro;

Surat Edaran Mentert Negara Otonomi Dacrah Nomor
903/074/MN.OTDA Tanggal 14 Pecbruari 2000, perhal
Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2000.

Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Dacrah tentang
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2000.

Dengan Persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KOTA METRO

Menctapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN  DAERAH KOTA  METRO  TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2000.
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PASAL 1

Anggaran Pendapatan Dacrah tahun Anggaran 2000 Scjumlah Rp. 63.163.871.793,-
terdirt dart

a. PENDAPATAN:

S Pondapalan e Rp. 63.163.871.793,-
b. BELANIA:

- Rutin Rp. 55.233.944.793,-

- Pcmbanpgunan Rp. 7.929.927.000,-

Rp. 63.163.871.793,-

PASAL 2
Bagian Urusan Kas dan perhitungan terdiri dart ¢

A0 Pendapalin Rp. 648.170.554,-
b, BClanja e Rp. 648.170.554,-

PASAL 3

¢ (1) Ringhasan Aunggaran dan Pendapatan Belznja Dacrah Terscbut pada Pasal 1,
schagaimana Lampiran I Peraturan Dacrah int;

(2)  Purgeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan scsuai dengan Peraturan
yang berlaku, scbagaimana Lampiran 11 Peraturan Dacral ini;

(3)  Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, scbagaimana Lampiran-lampiran Dacrah ini

4. Lampiran Il : Pendapatan
b, Lampiran IV : Belanja Rutin
¢. lampiran V : Belanja Pembangunan

PASAL 4

Rincian urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, scbagaimana Lampiran VI dan VI
Peraturan Dacrah int;

PASAL S

Lampiran-lampiran terscbut pada pasal 3 dan Pasal 4 mcrupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini;
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PASAL 6

Peraturan Dacrah ini berlaku sctelah mendapat Persctujuan DPRD dan diberlakukan
mulat tanggal 1 April 2000;

Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrab inn dengan Pencmipatannya-dalam Lembaran Dacrah Kota Metro;

Disahkandi :Mctro
Pada Tanggal : 5@ Vs 2000

WALIKOTA METRO,

dto.

MOZES HERMAN




